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ABSTRAK

Kondisi perekonomian Indonesia dewssa ini amat mempengarubi
kesadaran berpikir masvarakat tentang persiapan menghadapi situasi sakit.
Melihat fenomena tersebut, maka peran asuransi dirasakan makin penting dalam
sistem pemeliharaan kesehatan masyarakat, Usaha asuransi merupakan usaha
yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung, olch sebab itu penulis
membuat karya ilmigh berupa skripsi tentang tanggung jawab penanggung dalam
asuransi kesehatan pada PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang.
Dienpan adanya tangpung jawab penanggung dalam asuransi kesehatan pada PT.
Asuransi Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang, rumusan masalah yang
diungkapkan disini adalah bagaimanakah tanggung jawab penanggung terhadap
tertanggung dalam asuransi keschatan pada PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967
Cabang Padang, dan apa kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran ganti
kerugian oleh PT. Asuransi Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang dan langkah
penyelesaiannya, Dalam penclitian ini penulis menggunakan metode yuridis
sosiologis, artinya pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat
norma hukum vang berlaku dan dihubungkan denpan fakta-fakia yang terjad
dilapangan, Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab
penanggung dalam asuransi keschatan pada PT. Asuransi Bumiputeramuda 18967
Cabang Padang diberikan dalam bentuk perlindungan disertai jaminan kepada
tertanppunp/peserta askes, yang  ditujukan  untuk  mengganti setiap  biaya
pengobatan, biaya perawatan di rumah sakit, biaya pembedahan, serta biaya obat-
obatan. Perlindungan tersebut berupa Rawat inap/fn Patienr (IP'). dan Rawat
Jalan/Cht Patient (OF), dan jaminan berupa Rawat inap/fn Patient (117, Rawal
Talan/he  Patient  {OF), Perawatan  GigifDental (DE), dan  Perawatan
Melahirkan/Marernity (MA). Kendala yang dihadapi penanggung yaitu apabila
tertanggung tidak scgern melengkapi syarat dalam pengajuan klaim askes,
sehingga memperlambat proses pencairan  dana.  Penyelesaiannya adalah
sosialisasi kepads tertangpung fentang syarat pengajuan klaim dan feminta
kembali persvaratan yang belum dipenubi. Kendala dari pihak tertanggung yaitu
kurangnya informasi tentang askes, sehingga peserta askes tidak mengetabui akan
hak dan kewsjibannya. Penyelesaiannya yaitu perusahaan asuransi  wajib
memberikan informasi seputar askes, dan tertanpgung  harus aktif mencar
penjelasan stau bertanya lanpsung pada pihak perusahaan asuransi
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perasaan aman teptram dan lepas dan segala kemungkinan bahaya
yang akan mengancam adalah hal vang selalu diinginkan oleh setiap manusia,
walaupun demikian manusia ite didalam hidupnya senantiass menghadapi
sugtu misiko dan tdak akan pernah bisa ontuk menghindan hal lersebut,
Manusia pada dasamva pasti akan menghadapi risiko, baik risike terhadap
fiwa, harla benda, maupun risiko tanpgpung jawab hukum. Risiko adalah
kelidakpastian vang menimbulkan keregian secara ekonoemis. Risiko mungkin
timbul karena suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, dalam arti tidak
diketahui kapan penstiwa v akan tegadi, namun apabila ita terjadi
diperkirakan akan menimbulkan suatu sebab yaitu tidak adanva persiapan
untuk menanggulangi bahayva atau risiko vang akan menimpanya.

Risiko kehilangan atau Kerugian vang dihadapi oleh manusia dapat
dihadapi denpgan beberapa sikap, antara lain :
l. Mencegah kemungkinan kehilangan itu supaya tidak terjadi denpan segala

daya upaya, dan

2. Sikap pasrah. sikap menen ma.’

' Dioko Prakose, Hukum Aseraest fndanesia, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2003, him 16
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Menpatasi kemungkinan timbulnya bahava dan risiko tersebut, maka

didapal  suatu  pemikiran untuk memperkecil risiko itu dengan  jalan

mengalihkan risiko kepada pthak lain vang sanggup menerima peralihan risiko

vaitu dalam  bentuk  asuransi. Dengan demikian orang berusaha untuk

meniadakan kerugiannya dengan mengalibkan risiko pada pihak asurans:

sehingpa diharapkan dapat meringankan dan mengurangi beban yang diderita

karena adanya perjanjian untuk mengalihkan Asiko.

Berkaitan dengan peraliban risiko sebagaimana telah diungkaphkan

diatas, pengertian asuransi dapat ditimjau dan Kitab Undang-undang Hukum

Dagang (KUHD) dan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian, yaitu

~y

Pasal 246 KLIHID.

Didalam pasal 246 KUHID dinyalakan bahwa “asuransi adalah suatu
perjanjian dengan mana scorang penangpung mengikatkan dirt pada
seorang tertanggung dengan menerima suatu pergantian kepadanya karena
suaty kerugian, kerusakan atau kehilangan keunlungan yvang dibarapkan,
yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”
Undang-undang No. 2 Tabun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada Bab
Payat (1)

Sehubungan denpan ketentuan pasal 246 KUHD, Undang-undang Mo, 2
Tahun 1992 tentang Ussgha Perasuransian pada Bab [ avat (1) juga
menvebutkan “asuransi ataw pertangpungan sdalah pefaniian antars dua

pihak atzu lebih dengan mana pihak penangguneg mengikatkan din kepada
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BAB IV

PENUTUP

A. hesimpulan
Pada bab penutup ini, peoulis akan memberikan kesimpulan dan
sprap-saran menyangkut tentang skripsi penulis vang berjudul “Tanggung
Jawah Penangpung Dalam  Asuransi  Keschatan Pada PT.  Asuransi
Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang”, Kesimpulan penulis antara lain :
|. Tanggung jawab penanggung dalam asuransi kesehatan pada PT. Asuransi
Bumiputeramuda 1967 Cabang Padang diberikan  dalam  bentuk
perlindungan disertal jaminan kepada tertanggung atan peserta askes yang
ditujukan untuk mengganti setiap biaya pengobatan, biaya perawatan di
rumah sakit, biaya pembedahan, serla biaya obat-ohatan..
Perlindungan tersebut antara lain berupa -
a. Rawat inap/fn Patient (1P), dan
b. Rawat Jalan/'Chere Patient (OF),
Sedangkan jaminan berupa :
2. Rawat inap/fn Patient (IP),
b, Rawat Jalan/Cha Parient (0P,
c.  Perawatan (gl Dendal (DE) dan

d.  Perawatan Melahirkan Mearernity (MA),
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